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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Upaya Bea Cukai Teluk 

Nibung dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran 

masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk 

Nibung Sumatera Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah”, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya Bea Cukai dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi 

masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai dilakukan melalui 

pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Bentuk kerja sama tersebut 

terlihat dari pertukaran informasi, komunikasi antarinstansi, patroli, 

operasi gabungan, serta penindakan terhadap pelanggaran sesuai 

dengan kewenangan masing-masing. Bea Cukai berfokus pada 

pengawasan dan penindakan di bidang kepabeanan, sedangkan 

Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta 

mendukung proses penegakan hukum. Dalam perspektif Siyasah 

Dusturiyah, upaya tersebut berkaitan dengan prinsip amanah, 

keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam menjalankan 

tugas untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

2. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan 

jumlah personel dan sarana prasarana, luasnya wilayah perairan, 

kondisi geografis, keterbatasan informasi, serta keterbatasan biaya 

operasional sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara 

optimal selama 24 jam. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan 

pertukaran informasi yang lebih baik antara Bea Cukai dan Kepolisian 

agar pengawasan terhadap masuknya barang yang tidak terdaftar Bea 

Cukai dapat berjalan lebih efektif. Hal tersebut sejalan dengan 

perspektif Siyasah Dusturiyah yang menekankan pentingnya tanggung 
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jawab dan kerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan serta 

menjaga keamanan masyarakat. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bea Cukai dan Kepolisian Tanjung Balai, diharapkan dapat 

meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam melakukan 

pengawasan di Pelabuhan Teluk Nibung. Pengawasan juga perlu 

didukung dengan peningkatan patroli dan operasi gabungan serta 

pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia agar pengawasan 

terhadap masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai dapat 

dilakukan secara lebih optimal. 

2. Bagi masyarakat dan pihak terkait, diharapkan dapat ikut mendukung 

upaya pengawasan dengan memberikan informasi apabila mengetahui 

adanya dugaan peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai serta 

mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kerja sama 

antara aparat dan masyarakat, keamanan dan ketertiban di wilayah 

Pelabuhan Teluk Nibung dapat lebih terjaga dan kepentingan 

masyarakat dapat terlindungi. 
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